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sPM/SPP UP, GUP, TUP, LSI, GUP I{IHIL DAN PEIJ\PORAN SKPD
?ELITKSANAAN AilGGARhIS PEI{DAPATAN DAI{ BEL/INJA DAERATI

I(ABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGCARAN 2OI7

DENGAN RAHMAT TI'HAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2Ol Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP,
LS, GUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun Anggaran 2017;

: 1. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 244, Tambahan lcmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 | Tahun 20 10 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 2O I 1 ;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 I I

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

I I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20O9 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
(trmbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014
Nomor 21, Tambahan lcmbaran Daerah Kabupaten Parigi

Moutong Nomor 148);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2016 (lrmbaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2015 Nomor 63);

I
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14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 20lO tentang Sistem Dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten parigi
Moutong (Berita Daerah Kabupaten parigi Moutong Nomor
36);

16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan penatausahaan,
Pertanggungiawaban Dan Pelaporan Sirta Monitoring Dan
Evalusi Hibah Dan Bantuan Sosial;

17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 20 14 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten parigi Moutong (Berita
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 2g);

18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2Ol4 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten parigi Moutong (Berita
Daerah Kabupiten Parigi Moutong Tahun 2Ol4 Nomor 29);

19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2O15 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten parigi
Moutong Tahun Anggaran 2016 (lcmbaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 62);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAT{ BI'PATI TENTANG BESARAIT UAITG
PERSEDIAAN SATUAIT KTR.'A PERAITGKAT DATRATI,
DAIT MEKANISME PEICGA'UAil SPM/sPP I'P, GI'P, T['P, I8,
GT'P IYIHIL DAN PEL/IFORAIT SKPD PADA PELIIX'SA.ITAAN
ANGCARAN PENI'APATAX DAN BELITIT.'A DATRAII
I(ABUPATEN PARIGI MOUTIOXG TAIIUil AN(X}ARAN 2017.

BAB I
KETENTUAIT I'MUM

Pagll I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
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6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK atau DAK Tambahan
adalah alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Kabupaten
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
dialokasikan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai dana pembangunan.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /
pengguna barang.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalatr perangkat daerah pafu pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan keda pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertidak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas bendahara umum daerah.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA addah pejabat pemegang

kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya yang disingkat Kuasa

BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas sebagai

BUD.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

SKPD
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang -
undangan.
Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8.

9.

10.
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23.

24.

22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digu.nakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung.
Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak keda atau surat perintah ke{a lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu. -: -\

25. Tambahan uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang

muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang

sangat mendesak dalam I (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah

ditetapkan.
26. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU Persediaan adalah

permintaan penggantian uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran'

27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam

setiap periode.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat sPD adalah dokumen

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbitan SPP.

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat sPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungiawab atas

pelaksanaankegiatan/bendaharapengeluaranuntukmengajukan
permintaan pembayaran.
Spp uang Persediaan yang selanjutnya disingkat sPP-uP adalah Dokumen

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka

kerja yang bersifat pengisian kembali (Reuoluingl yang tidak dapat dilakukan

dengan pembayaran langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

Iangsung.
spp Tambahan uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan sKPD yang bersifat

mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang

persediaan.
SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran

langsung kepada pihak ketiga atas dasar pedanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima'

30.

31.

32.
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dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPK/PPTK.

34. sPP Nihil yang selanjutnya disebut spp-Gu Nihil adalah dokumen yang berisi
pertanggunglawaban UP.

35. surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Sp2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

36. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SpM-Up adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

37. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D._atas beban pengeluaran DPA-SKPD, yang
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.

38. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

39. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;

40. SPM Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GU
Persediaan Nihil adalah dokumen pertangungjawaban UP yang membebani
DPA.

41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

42. Daftar Transaksi Harian yang selajutnya disingkat DTH, adalah dokumen
yang akan sebagai dasar pelaporan penggunaan dana atas transaksi yang
kelola oleh Bendahara SKPD.

43. Rekapitulasi Transaksi Harian yang selajutnya disingkat RTH, adalah
rekapitulasi dokumen yang akan sebagai dasar pelaporan penggunaan dana
atas transaksi yang kelola oleh Bendahara Umum Darah.

BAB II

BEAARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(l) UP merupakan uang muka kerja yang diberikan oleh Bendahara Umum
Daerah kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang dapat dimintakan
penggantiannya (reuoluingl melalui mekanisme SPP-GU.

(21 Kepada SKPD diberikan UP yang digunakan untuk keperluan membiayai
kegiatan operasional sehari-hari.
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(3t

(4)

(s)

(1)

(21

(3)

UP dapat diberikan setinggi-tingginya lll2 (satu per dua belas) dari pagu
Belanja Langsung pada rekening Belanja Pegawai dan rekening Belanja
Barang/Jasa dengan klasihkasi belanja yang diizinkan untuk uang
persediaan.
Besaran UP untuk setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Perubahan besaran UP diluar ketentuan, ditetapkan oleh PPKD.

Pasd 3

UP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD dan
membiayai kegiatan yang dimungkinkan untuk menggunakan Uang
Persediaan, dan tidak digunakan untuk belanja modal.
Bendghara Pengeluaran melakukan penggantian (revoluingl UP yang telah
digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia
dalam DPA.
Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan apabila UP

telah dipergunakan sebesar 7 5o/o (tujuh puluh lima persen) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paeal 4

Pengajuan dokumen SPM/ SPP-Uang Persediaan dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran atas persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD untuk
mengajukan permohonan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja dalam
melaksanakan kegiatan operasional SKPD.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-UP;
b. ringkasan SPP-UP;

c. rincian SPP-UP;
d. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam l,ampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. lembar penelitian kelengkapan dokumen spp;
f. lampiran lain yang diperlukan.

BAB III
MEI(AIIISME PENGAJUAN SPM/SPP.GUP

Pscel 5

Pengajuan dokumen SPM/ SPP-GU Persediaan dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran atas persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka

Ganti Uang Persediaan.
Kelengkapan dokumen SPM/SPP-GU Persediaan untuk menerbitkan SP2D

mencakup:
a. surat pengantar SPP-GU;

b. ringkasan SPP-GV;
c. rincian SPP-GU;

(1)

l2l

(l)

(21
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d. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran lV yang
mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. lembar penelitian kelengkapan dokumen spp;
f. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja

Fungsional);
g. bukti -bukti pengeluaran/ transaksi yang sah dan lengkap;
h. bukti atas penyetoran PPN/PPh dan Faktur Pajak merujuk pada Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 serta perubahannya;
i. lampiran lain yang diperlukan.

ruer<erusue pENcAJUAN 
";JI""T"tBArIAN 

uANc PERsEDIAAN

Pasal 6

(1) Pengajuan dokumen SPMi SPP- Tambahan Uang Persediaan dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran atas persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD

mengajukan Tambahan Uang Persediaan untuk membiayai kegiatan yang

sifatnya mendesak/ tidak dapat ditunda.
(21 TUP dapat diajukan dengan syarat:

a. tambahan uang persediaan yang sebelumnya sudah

dipertanggun gj awabkan ;

b. tambahan uang persediaan sebelumnya yang tidak dipergunakan telah

disetor ke RKUD;
c. sisa uang persediaan tidak cukup tersedia;
d. diajukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
e. digunakan dan dipertangungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal SP2D diterbitkan;
f. pengajuan TUP pada bulan Desember dapat dilakukan dengan

persetujuan PPKD;
(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan

TUP kepada PPKD disertai :

a. surat permohonan pengajuan TUP dengan mencantumkan rincian
rencana penggunaan TUP per kegiatan ;

b. fotokopi BKU yang mencantumkan posisi Saldo Uang Persediaan;
c. surat pengantar SPP-TU;
d. ringkasan SPP-TU;
e. rincian SPP-TU;
f. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

g. lembar penelitian kelengkapan dokumen spp;
h. lampiran lainnya yang diperlukan.

(4) Pengajuan Pertanggungiawaban Tambahan Uang Persediaan dalam map
Snell Hecter terdiri dari
a. fotokopi SP2D tambahan uang persediaan;



(l)

(2)

b. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. laporan Rekapitulasi Pertangungjawaban TUP yang telah diverifikasi oleh
PPK-SKPD dan ditandatangan;

d. dokumen Pertanggungfawdban, termasuk bukti setoran TUP bila dana

e.

tidak digunakan;
bukti atas penyetoran PPN/PPh dan Faktur Pajak merujuk pada
Peraturan Direktur Jenderal Paiak Nomor 24 Tahun 2Ol2 serta
perubahannya.
Lampiran lainnya yang diperlukan.

':. -3AB V
MEI(AITISME PENGA.'UAN SPM/ SPP.LS

Pasal 7

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan

tunjangan serta penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan oleh dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh

persetujuan pengguna anggaran / kuasa pengguna melalui PPK-SKPD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS:
d. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. lembar penelitian kelengkapan dokumen spp; dan

f. lampiran SPP-LS Pembayaran Gaji dan T\rnjangan.
(3) Kelengkapan Lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sesuai peruntukan'

Pasal 8

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan

barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dilakukan

oleh dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah ditandatangani oleh

PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna anggaran/kuasa pengguna

melalui PPK-SKPD.
Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
g. surat pengantar SPP-LS;

h. ringkasan SPP-LS;
i. rincian SPP-LS;
j. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(1)

(21

I

I



k. lembar penelitian kelengkapan dokumen spp; dan
l. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :

a. kerangka acuan kerja;
b. alas hak untuk konstruksi;
c. ringkasan kontrak;
d. surat' pesanan/surat perintah kerja/surat penjanjian kerja antara

pengguna anggaran / kuasa pengguna Ernggaran dengan pihak ketiga serta
mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

e. surat perintah mulai ke{a;
f. surat permohonan pembayaran uang muka;
g. berita acara penyelesaian pekerjaan;
h. berita acara pemeriksaan; ':. -
i. berita acara serah terima hasil pekerjaan;
j. berita acara pembayaran;
k. kuitansi;
L surat jaminan uang muka/jaminan pemeliharaan ;

m. foto / buku / dokumentasi / laporan tingkat kemajuan /penyelesaian
pekerjaan;

n. elektronik faktur pajak;
o. surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan;
p. lampiran lain yang diperlukan.

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai peruntukannya.

(5) Pengajuan SPM/SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran berupa
Belanja Pengadaan Barang/Jasa yang telah selesai pelaksanaannya harus di
validasi terlebih dahulu oleh Bidang Aset BPKAD.

BAB VI
MEI(AI{IAME PENGA.'UAN SPM/SPP GUP. MHIL

Pald 9
(l) Pengajuan dokumen SPM/SPP-GU Persediaan Nihil dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran atas persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD
dalam rangka pertangungjawaban Uang Persediaan pada akhir tahun
anggaran.

(21 Kelengkapan dokumen SPM/SPP-GU Persediaan Nihil untuk menerbitkan
SP2D Nihil mencakup :

a. surat pengantar SPP-GUP-Nihil;
b. ringkasanSPP-GUP-Nihil;
c. salinan SPD;
d. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. lembar penelitian kelengkapan dokumen spp;
f. bukti -bukti pengeluaran / transaksi yang sah dan lengkap;

C. laporan pertanggungiawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja
Fungsional);



bukti atas penyetoran PPN/PPh dan Faktur Pajak merujuk
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2Ol2
perubahannya;
lampiran lain yang diperlukan.

BAB VTI
MEI(ANISME PEIfERBITAN SP2D

Pasal 10

Dokumen SPM/SPP yang diajukan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Dalam Pencairan anggaran belanja daerah, akan dilakukan verilikasi
terhadap kelengkapan dokumen SPM/SPP yang diajukan oleh PA/KPA

sebalaimana dimaksud daladi Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 , Pasal 7, Pasal 8,

dan Pasal 9 agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan.
Dalam hal dokumen SPM/SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dinyatakan bahwa telah sesuai dengan yang dianggarkan dan dokumen telah

lengkap, BUD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D'

Dalam hal dokumen SPM/SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

dinyatakan tidak lengkap dan/ atau pengeluaran tersebut melampaui pagu

anggaran, BUD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan menolak

menerbitkan SP2D.

BAA VIII
PEL,I\FORAII

Pasal 11

Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan Pajak dan DTH kepada

PPKD paling lambat tanggal l0 bulan berikutnya.
Penyampaian Laporan Bulanan SKPD kepada PPKD paling lambat pada

tanggal 5 bulan berikutnYa, beruPa:
a. register SPP/SPM/SP2D;
b. register STS bagi SKPD Pengelola Pendapatan;

buku Pajak;
spj / transaksi jurnal;
lra program kegiatan;
laporan opersional;

g. neraca;
h. laporan perubahan ekuitas;
i. laporan Persediaan;
j. buku kas umum bendahara;
k. rincian objek belanja;

(3)PenyampaianLaporanKeuanganSKPDTahun20lTkepadaPPKDpding
lambat pada tanggal 3O Januari 2018.

pada
serta

h.

(1)

(21

(3)

(4)

(l)

(21

d.
e.

f.



(4) Laporan Keuangan SKPD tahun 2017 merujuk kepada peraturan pemerintah
Nomor 7l Tahun 2Ol0 tentang Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis
Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah.

BAA TX
gANKSI

Pasd 12

Setiap SKPD yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D
berikutnya. -:. -_

BAA X
KTTENTUAN TAMBAIIAN

Pagal 14

Pelaksanaan Kegiatan Swakelola mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015.
Penyetoran Belanja Tahun Berjalan diharuskan melampirkan Surat Tanda
Setoran dari KBUD.
Seluruh pembayaran, penggunaan, pertangungiawaban dan pelaporan atas
dana yang digunakan oleh SKPD menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran SKPD sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PPK-SKPD melakukan verifikasi, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU,SPP-
TU, SPP-LS dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya,
menyiapkan SPM, melakukan verifrkasi harian, melaksanakan akuntansi
SKPD, dan menyiapkan Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pengajuan terakhir SPM/SPP-TUP diajukan paling lambat tanggal 20
November 2017, dengan penyetoran pertangungiawaban pada PPKD paling
lambat pada tanggal 20 Desember 2OL7. Sisa TUP yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan/ tidak digunakan disetor ke RKUD paling lambat
tanggal l8 Desember 2017.

(6) Pengajuan terakhir SPM/SPP-GUP diajukan paling lambat tanggal 1

Desember 2017.
(71 Pengajuan terakhir SPM/SPP-LS khusus untuk Dana DAK/DAK Tambahan

dan Pendamping DAK/Dak Tambahan diajukan paling lambat tanggal 08
Desember 2017.

(8) Pengajuan terakhir SPM/SPP-LS untuk dana DAU diajukan paling lambat
tanggal 18 Desember 2017.

(9) Sisa Uang Persediaan yang tidak dapat dipertanggungiawabkan disetor ke

RKUD paling lambat tanggal 27 Desember 2077.

(l)

(21

(3)

(4)

(s)
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sPM/SPP-GUP Nihil diajukan paring lambat naaa tanssa!

BAB XI
XEfEI|TUAIT PEITUTUP

Palal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor I Tahun
2015 tentang Besaran Uang Persedian Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GU Nihil dan Pelaporan SKPD
Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2015 Norgor l) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pagal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal }? S,tluAgl 2ol?

BI'PATI PARIGI MOUTOI{G

a]l,.
L K"r,,v,

sAMU;zdTo-MBor,oruru

Diundangkan di Parigi
pada tanggal &? Jnroaor uoIT

PLT SENRETARIS DATRATT
IIABT'PATEIT PARIGI MOUTOITG

ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN }OI1 P9Y6P 4
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7t0 0@ 000.00

250 000 000,m

250 000 000.00

t00 000 mo,m

J00 {m 000.00

t00 000 0(n.00

t50.000.000.m

t00 0m 0(rc,00

200.000 000.00

| 40.0q) 000.00

tJ0.000 mo.m

tm 000 000.00

I t0 000 000.00

I J0 000 000.00

J00.000 000.00

I t0 000 000.00

t0l 000 000,00

|]0.0m 000.00

90.000 000,00

90 0oo 000.00

200.000 000,m

100 0oo 000,00

2tt 000 0@.00

t20 0@ 000,00

2J0 fin 000,00

' 
2.:to.oor.ooo.oo

|.000.000 000.m

| 2J 000 oo0,0o

J62 tm.000.m

J62 Jm.000,00

rt7 500 000,m

It? t@ 0@.00

600 0@ 000.@

1?t 000 000.m

l t 0@ un,m

I r2 t00.000.00

. 
?t 0m 000.00

I J0 000 000.@

t0! 000 mo.m

I n t00 000.00

7 ! 000 000.m

t2? 500 000.00

I r2 J00 000,00

t?J 0m.000.m

nJ 000 000.m

71 ?t0 000.00

9? t00 0m.00

6?.500.m0.m

6?. t00.000.00

I t0 000.000.00

22 5.000.000,00

2t1 7t0 0m.@

m 0@.000.@

I E7 t00 000.00

r 65r 9t6.000.00

7J0.000.000.m

9t.tJ0.000.00

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DEWAN

TNSPEXTORAT DAERAH

KECAMATAN SAUSU

KECAMATAN TORUE

KECAMATAN PARIOI SELATAN

KECAMATAN PARICI

KECAMATAN AMPIAAAO

KECAMATAN KASIMBAR

KECAMATAN TINOMBO SELATAN

KECAMATAN TINOMAO

KECAMATAN PALASA

KECAMATAN MEPANCA

KECAMATAN AOLANO LAMSUNU

KECAMATAN MOUTONC

rec^u^rix iortsul-u

KECAMATAN TAOPA

KECAMATAN TOMINI

KECAMATAN PARICI BARAT

KECAMATAN BALINCGI

KECAMATAN SINIU

KECAMATAN PARIGT UTARA

KECAMATAN PARIOI TENCAH

KECAMATAN ONCKA MALINO

KECAMATAN AOLANO

KECAMATAN SIDOAN

AADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN. PENELITIAN DAN -
PENCEMBANOAN DAERAH

2r ,00.000,00

2t J00 000,00

21 500 000.00

rt 000 000,00

20 000 000,00

19 000 000.00

| ? J00 000.00

I ? 5m 000.00

20 000 000.00

2t 000 000,00

16.6?5 000.00

t7 625.U)0.00

t7 625 000.00

t3 5m.000,00

t5 000 000,00

r4 250.000,00

| :l I 25.000,00

t1t2j00tJ.00

It 000 000,00

t6 t00 000.00

I

21 000 000,00 t? 150000,00

100 000 000.00 ]00 000 000.00
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AADAN P€NGELOLA KEUANCAN DAN ASET DAEMH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PPKD

AADAN KEPECAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

J50 m0 000.m

4t0 000 000.@

125 000 000.00

a t2 Jm 000.00

1t7 Jm 000.00

24:l7500m.00

JTI]\I LAH I l.{36. | o&lm,m 9..t1r.0!t.mo,m

I PARAF KooRDtNAst i

ISEKDA I J- I

lAsrsrEr.l { ) lEr'\ |@
i.,oo*:11ot-11!ffiF

BTJPATI PARICI MOTITONGr\
(' KLY

SAMST]RIZAL TOMEOLOTTITTI
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I

I



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

tn

i

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MEKASNISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL
PEI,APORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 20I7.

DAN
DAN
DAN

KOP SKPD

SURAT PERI.IYATAAN TANGGUNG JAWAB UP

\omor :

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan sebesar Rp""""""""""""
(dalam huruf), yang bertandatangdh dibawah ini :

l. Nama
2. Jabatan
3. Satuan Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa :

pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban darr pelaporal atas uang Persediaan

tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran sesuai dengal peraturan perundang-undangan'

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya'

20t7
Kepala SKPD (PA/KPA),

BI'PATI PARIGT MOUTONG
PARAF li,iOtiD'liASi

KEPALA SKPD / INS TAi.lsl
TOMBOLOTUTU



I,AMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG:BESARANUANGPERSEDIAANSATUANKER.JAPERANGKATDAERAHDAN
MEKASNISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP' TUP, LS, GUP NIHIL DAN

PELAPORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BEL,ANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017.

KOP SKPD

Sehubungan dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan/ Belanja Langsung/

GUP-Nihil, yang bertandatangan dlbawah ini :

l. Nama :

2. Jabatan :

3. Satuan Kerja :

2017

Kepala SKPD (PA/KPA)'

BUPATT PARIGI MOUTONG

Dengan ini menYatakan bahwa :

1. Pertanggungiawaban atas dokumen' dan perhitungan atas belanja/ pengeluaran /

pembayaran sebesar .'- " " " '(at"gttt truru| t3tatr dihitung dengan benar'

2. Apabila dikemudian ttttl't"ti"ptt kesalahan dan/ atau kelebihan atas

pembayaran p"d" ;;ft;' ,-'t"^"u"ta sebagian atau seluruhnya' kami

bertanggungiaw"u ""p"ilti'"'v" 
dan bersedia *"frttotk"t' atas kesalahan dan/

^i"" 
tii.uift"" pembayaran tersebut ke Kas Daerah'

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya'

TOUBOLOTUTU



L"AMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

;

:

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

BESAMN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
MEKASNISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL
PEI.APORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017.

KOP SKPD

SURAT PERT{YATAAN TANGGUNG JAWAB TUP
Nomor :

DAN
DAN
DAN

Srhubungan dengan peryatan Tambahan Uang Persediaan sebesar

Rp.................. (dengarr huruf), yang bertandatangan dibawah ini :

l. Nama :

2. Jabatan :

3. Satuan Ke{a :

Dengan ini menyatakal bahwa :

l. Tambahan Uang Persediaan tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan yang

akan dilaksarakan dan tidak dapat ditunda'
2. Tambahan uang Persediaan tersebut akan kami pertanggunjawabkan paling

lambat satu bulan setelah sP2D TUP cair dan paling lambat tanggal 23 Desember

2017 untuk Pengajuan TUP pada alhir tahun.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan tidak habis dipergunakan, sisa yang masih

ada akan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

4. Pembayaran, pengglrnaan, pertanggungiawaban dan pelaporan atas dana

Tambahan Uang Persediaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya

dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.
Demikian suret pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya'

2017

Kepala SKPD (PAlKPA)'

BI'PATI PARIGI MOUNONG

TOMBOLOTUTU

I
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LA.IPIRAT VI

toxon
T Jl(xrAt
ttllTl'io

PIRAIT'RAT BU?ATI PARIOI f,OUlrOIIO

: BESARAI{ UAI{G PERSEDIMI{ SATUA KER'A PERA GKAT DAERAH DAI{ ITIEI(ATIISIIE
PEJ{GA'UAJ{ SPM/SPP UP,GUP,TUP,u;, GUP ]{IHIL OAI{ PEIIPORAI{ S(PD PADA

PEUKSAJIMT{ A]{GGAMN PE DAPATAI{ DAI{ BEltruA DAEMH IqSUPATEI{ PARIGI
TTIOUTO]IG TAHUI{ AI{GGAM'{ 2017

LEMBAR PENEL]TIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

r. ESPP.uP

NO. SPP

NO. SPP

Esurat P€ngantar SPP-UP

l_lRingkaran SPP-UP

I lRincian SPP-UP

l_lSu.at Pernyalaan tanggung iawab pengguna anggaranAuasa pengguna anggaran

\ l-lL€mba. 
psnelrhan kel€ngkapai ddumen spp

L_lLampiran lainnya

I ISPPGU

r. flspp-ru
NO. SPP

NO. SPP

Pengantar SPP-GU

SPP.GU

SPP.GU

Pomyataan tanggung jawab p€ngguna anggaran/tuasa pengguna anggaran

p€nolitian k€lengkapan dokuman spp

p€rlanggungjawaban b€ndahara p€ngsluaran atas penggunaan dana SPP-

aias p€nyetoran PPN/PPh dan Faktur Pajak

p€ngeluarannransaksi yang s8h dan lengkap

larnnya.

Pengantar SPP-LS

SPP.LS

SPP-LS

Pernyataan tanggung iswab p6n99una enggaran/kuasa pengguna anggaran

penelitian kelengkapan dokumen spp

gaji induk

Susulan

tetusan

Gaji

duka wafautewas yang dilengkapi dengan dattar gaii induldgal susulann(ekurangan gal uang

duka wafaUtewas

SK CPNS

SK PNS

4. !3PP'L3 ' khsrur ocmbrvtnn orll drn t.,nllnorn



K€naikan Pangkat

Jabatan Kenaikan gaji b€rkata

Pemyatasn p€lantikan

P€myataan masih menduduki jabatan

Pemyatean melaksanakan tugas

k6luarga (KP4)

Surel Nikah

skto kolahiran

polongan s€wa rumah dinas

K€torangan masih sekolah/kuliah

Pindah

K6malian

Gaji

tunjangan k€pala daerah^,vakil kepala daerah

PPh Pasal 21

pgrundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gajidan

5. l-lsPP-Ls. khuaur oembarrnn br.anq dan iaae

NO. SPP

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal :

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Pengantar SPP-LS

SPP.LS

SPP-LS

Pemyataan tanggung jawab psngguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

penelilian kelengkapan dokumen spp

Acuan Kerja

hak untuk konstruksi
p€sanan/sural p€rinlah koia/surat perjanjien karie antara pengguna anggararuluasa pengguna

dengan pihsk ketigs serta mencantumkan nomor r6kening bank pihak ketiga;

Perintah Mulai Kerja

peamohonan pembayafan uang muka

Ac€ra penyelesaian pokeriaan

Aca.a P€merikaaan/Psnilaisn Pekorjaan dan Laporan Hasil Pemsriksaan Pekeqaan

Aca.a Sorah lgrima hasil pek€riasn

Ac€ra p€mbayaran

Jaminan Uang Muka/Jaminan Pemeliharan

tingkat kemajuan/penyelgsaian p€ks.jaan

Faktur Pejak

tarn

Lemb8. Asli

Salinan 1

Salinan 2

Salinan 3

Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Untuk BUO/Kuasa BUO/ Bidang Psrbendaharaan

Untuk 96ndahara P€ngeluarsn/PPTK

Untuk A.sip Bendahara Pengeluaran/PPTK

MOUTONC

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU



LAIIPIRAI{ I/II PERATURAT{ BUPATT PARtGt IIOUTO'{Gr{otroR :
TAI{GGAL :
TEI{TAIIG : EESARAN UA'IG PERSEDTAAII SATUAII KER'A PERANGHT DAERAH DAl{ EI(ANts EpE GAtUAt{ Sptuspp/up, cup, TUp, u;, cup ]{tHtt DA pEtApoRAt{ sKpD pAD

PEIIIGAIIAA]I A]IGGARATI PENDAPATAII DAI{ SEI.ATI'A DAERAH IqBUPATETI PARtGt
titourot{c TAHUI| At{ccARAt{ 2017

1. Contoh Ringkasan Kontrak Konsultan Perencana

RINGKASAN KONTRAK PENGADAAN EARANG/JAsA

SKPD

Kode Rekening

Jumlah Biaya

Untuk Pembayaran

RekeninB Bank

Nama Penyedia Barang/.lasa

Alamat
Nama Direktur
Surat Perjanjian

Surat Perintah Mulai Kerja

Batas Akhir Penyelesaian Peker,iaan

ST | (Pekerjaan Pen8awasan 100%)

ST ll (Jaminan Pemeliharaan)
Denda

Addendum

Perihal Addendum

Perhari : 19{o

Ditetapkan hari sebesar Rp.

Tgl. .........
Tgl. ......................,..................... No.

Tgl. .-......................................... No.

No. i,l

Catatan : 1. ElPen. Harga ERef. Bank E SIUP/IUJK E NPWP ElAkte D Faktur
[JSSP PPnlPPh t]Jamsostek tl OE

2. Kep. Persetujuan Penetapan Pemenang

4. Eank Garansi Pelaksanaan Pekeriaan
5. Bank Garansi Uang Muka

T91. ................ No. ............. Rp. ......................
TC1................. No. ............. Rp. ......................

Parigi, .......................................2017
KEPALA SKPD/KPA

NAMA
NIP

BUPATI PARICI MOUTONC

a-\
(Ytv.W

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Pembayaran Menurut Perianiian Realisasi Pembayaran .Jumlah

Uang

Keterangan
Pemby. AnEs Persentase

Pek. Selesai

Jumlah

Uang

SP2D

Ke % TangEal Nomor
80% Gbr, RKS, RAB

tl 20% SPK Fisik

Jumlah

KABAG KUltiD,) il(;
KEPALA SKFD / II'IST|Ai.IS'{



TAI,IPIRAI{ I/IU PERATURA]I EUPATI PARIGI OUTONG
t{otrtoR :

T ltGGAt :
TE]{TATG : AESARAI{ UAI{G PERSEDIAATI SATUATI TER,,A PERATIGIqT DAERA]I DAII IIEKAT{ISIiIE

PE GAIUAT{ SPM/SPP/UP, GUP, TUP, LS, GUP IIIHTL DAI{ PEIIFORAI{ SKPD PADA
PEIITSA AAN A'IGGARAI{ PE]IDAPATAII DAI{ BEUI{'A DAERAH XABUPATEI{ PARIGI
ltlOUTOt{G T HUI| A]{GGARAI{ 2017

2. Contoh Ringkasan Konbak Pelaksana Konstruksi/Fisik

RINGKASAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/.IASA

SKPD

Kode Rekening

Jumlah Biaya

Untuk Pembayaran

Rekenin! Bank

Nama Penyedia Barang/Jasa

Alamat
Nama Direktur
Surat Perjanjian

Surat Perintah Mulai Kerja

Batas Akhir Penyelesaian Pekerjaan

ST | (Pekerjaan Pengawasan 100%)

ST ll (Jaminan Pemeliharaan)
Denda

Addendum

Perihal Addendum

Tgl. ............ Masa Pemeliharaan : ..................

Perhari : 1%o

Ditetapkan

Tgl. ................ No. ...............2. Kep. Persetujuan Penetapan Pemenang
3. Kep. Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan

4. gank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan
5. Bank Garansi UanB Muka

Tg1.......

Sebesar Rp.

2. Tgl. .............................. No. Sebesar Rp.

3. Tgl. ............... ............. No. Sebesar Rp.

Catatan : 1. Pen, Harga Ref. Bank SIUP/IUJK NPWP Akte Faktur

SSP PPnlPPh Jamsostek OE Jadwal Absen

Tg1. ................ No. ..........-......-....
Tgl. ................ No. ...-........ Rp. ......................

Tgl. ................ No.............. Rp.......................

Parigi, ...................

KPA

BUPATI PARIGI MOUTONC

Pembayaran Menurut Perjanjian Realisasi Pembavaran Jumlah
Uang

Ketera nga n

PembV. Angs Persentase

Pek. Selesai

Jumlah

Uang

sP20

Ke % Tanggal Nomor
UM Jam. UM

35% Fisik 40%

l 35% Fisik 75%

25Yo Fisik 100%

5Yo Jam

Pemeliharaa n

Jumlah

PARAF I(OOROINASI

KABAG KUMOANG

i {F%!4lr?_D_/.lNla,!91 SAMSURIZAL TOM BOLOTUTU



PERATUNA SUPATT PARIGT ITIOUTO'IG

EESARAI{ UANG PERSEDIAAI{ SATUATI KER'A PERANGI(AT DAERAH DA'I IIEKA TSME
PETIGA'UA]{ SPM/SPP/UP, GUP, TUP, I.s, GUP IItHIt DATI PEUPIORA'{ SI(PD PADA
PEI.AKSA'IAAN ANGGARAI{ PEI{DAPATAI{ DAII EEIAI{JA DAERAH IqBUPATEII PARIGT
IrlouTollc TAltut{ at{GGAnAN 2017

3. Contoh Ringkasan Konfak Konsultan Pengawasan

RINGKASAN KONTRAK PENGADAAN EARANG/JASA

l-Alr{ PlRAltl IX
llolrloR :
TAI{GGAL :
TENTAI{G :

SKPD

Kode RekeninB

Jumlah Biaya

Untuk Pembayaran

Rekening Bank

Nama Penyedia Earang,/Jasa

Alamat
Nama Direktur
Surat Per,anjian

surat Perintah Mulai Kerja

Batas Akhir Penyelesaian Pekeriaan

ST | (Pekerjaan Pen8awasan 100%)

5T ll (.Jaminan Pemeliharaan)

Denda

Addendum

Perihal Addendum

Perhari : 17oo

SPM

E Fakturcatatan : 1. nPen. Har8a DRef. Bank E slUP/IUJK

D55P PPn/PPh EJamsostek EIOE
2. Kep. Persetujuan Penetapan Pemenang

3. Kep. Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan
4. Eank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan

5. Eank Garansi Uang Muka

tl NPWP fl Akte

!lJadwal CIAbsen

Pembayaran Menurut Perjanjian Realisasi Pembavaran ,umlah
Uang

Keterangan

Pembv. AnBs Persentase

Pek. Selesai

Jumlah

Uang

SP2D

KE % Tanggal Nomor

I 95% Fisik 100%

tl SYo Jam.

Pemeliharaan

Jumlah

tlABl"(; rit;]:in |tG

Pari8i, ...................

KPA

EUPATI PARICI MOUTONG

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTL



LAlrtPIRA X
t{Of,lOR :
TAIIGGAL :
TElfTAl{G :

4. Contoh Ringkasan Konbak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

RINGKASAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURATI BUPATI PARTGI IIIoUToI{G

BESARAII UAI{G PERSEDIAA]I SATUA'{ KER,'A PERAT{GKAT DAERAH DATI HEI(A ISIIE
PEIIGAIUA]| SplrUspp/up, cup, TUp, rs, GUp ltlHtt DA pElIprORAl{ SKPD p D
PElll(sAIlAAll AIIGGARAI{ PEIIDAPATAI| DAll BELallJA DAERAH KABuPATEI{ pARtcr
r(ruTOIIG TAHUII ATIGGARATI 2017

SKPD

Kode Rekening
Jumlah Eiaya

Untuk Pembayaran

Rekening Bank

Nama Penyedia Barang/Jasa

Alamat
Nama Direktur
Surat Perjanjian
Surat Perintah Mulai Kerja
Batas Akhir Penyelesaian Pekerjaan
ST | (Pekerjaan PenSawasan 100%)
ST ll (Jaminan Pemeliharaan)
Denda

Addendum

Perihal Addendum

Tgl. ...

Perhari : 1/oo

5PM

BUPATI PARIGI MOUTONG

Pembayaran Menurut Perianiian Realisasi Pembavaran Jumlah
Uang

KeteranSan
Pembv. AnRs Persentase

Pek. Selesai

Jumlah
uang

sP20
Ke Yo Tanggal Nomor

roo%

Jumlah

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU
0?.y



I.AMPIRAT{ XU
ItotrtoR :
TAIIGGAL :
TENTAT{G i

5. C.ontoh Ringkasan Kontrak pengadaan dengan Swakelola

RINGKASAN KONTRAK SWAKEtOI.A

PERATURAT{ EUP Tt pAUGt T,|OUTONG

BESARAII UA]IG PERSEDIM SATUAII KER'A PERAT{G|(AT DAERAH OAI{ TEKANIST,IE
PEI{GAIUA|{ Spit/spp/up, cup, TUp, U5, cup THIL DA pEttFORAl{ SXPD PADA
PEI.II(SA]IAA]I ATIGGARAI{ PEIIDAPATA'I DAI{ EEI.AII'A DAERAH KABUPATE PARTGT
lrlouTotlc TAHUIT A GGARAT{ 2Ot7

SKPD

Kode Rekening
Jumlah Biaya

Untuk Pembayaran

RekeninB Sank

Nama Penyedia Barang/Jasa

Alamat
Nama Pimpinan
Surat Perjanjian
Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan
Batas Akhir Penyelesaian Pek.

BA Penyerahan Lap Pendahuluan
8A Penyerahan Lap. Antara
BA Penyerahan [ap. Akhir
BA Penyelesaian Pekerjaan

Catatan: 1. srt. Pemberian Kuasa

El sSP PPnlPPh

Rp. .........
PengFwasan

Tgl. .........

T8l. ............................................ No.
Tgl. .-.......-............
Tgl. ............................................ No
Tgl. ............................................ No.
Tgl. ............................................ No.
Tc1.......... ........... No.

2. Tgl. .............................. No. ....- ............ Sebesar Rp.
3. Tgl. .............................. No. ............ S€besar Rp.......

Surat Jawabab Penerima Kuasa

El Faktur
KAK

r] NPWP
2. trap. Persetujuan Pelaksanaan P{l.Erjaan
3. Eebas PPn dan PPh (Surat Keterangan dari

Kantor PaJak)

BUPATI PARICI MOUTONG

(fty
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Pembayaran Menurut Perjanjian Realisasi Pembavaran Jumlah
UanB

Keterangan
Pemby. Ancs Persentase

Pek. Selesal

Jumlah

UANT

5P2D

KE % Ta n8ga I Nomor
La p.

Pendahuluan

Lap. Antara
l Lap. Akhir

Jumlah

KA6A\:J KIIMNATJG

i {t: Fn LA ,.if{ Pl-, / r,l9TAi{51


